PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai

Mengingat

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG
TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

tata cara perekaman presensi elektronik, dan toleransi
keterlambatan bagi Aparatur Sipil Negara
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kebumen;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Indonesia



10.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Presensi Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6

Setiap ASN wajib melakukan Presensi Elektronik 2
(dua) kali dalam setiap hari kerja, yaitu:

a. presensi masuk kerja;dan

b. presensi pulang kerja.

Presensi Elektronik masuk kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling cepat
1 (satu) jam sebelum masuk jam kerja.

Presensi Elektronik pulang kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling
lambat 4 (empat) jam sesudah jam kerja berakhir.
Perangkat Daerah yang memberlakukan pengaturan
jam kerja secara shifting, maka PNS yang
bersangkutan dapat melakukan perekaman Presensi
Elektronik sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan
oleh Kepala Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9

ASN yang tidak masuk kantor karena melaksanakan
perjalanan dinas, tugas belajar, cuti, sakit, pendidikan
dan pelatihan atau melakukan tugas kedinasan lain
tidak wajib melakukan Presensi Elektronik.
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(2) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, tugas i
belajar, cuti, pendidikan dan pelatihan atau
melakukan tugas kedinasan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat perintah
atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang
sebagai data dukung sesuai ketentuan.

(3) ASN yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan surat cuti sakit dengan dilampiri surat
keterangan dokter sebagai data dukung yang sah.

(4) dihapus

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15

(1) Admin PD menyampaikan laporan Presensi Elektronik
kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah secara sistem.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat pada tanggal 2 (dua) bulan
berikutnya.

(3) Apabila tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertepatan dengan hari libur, laporan disampaikan
pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,
ttd
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd
IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec. Dev

Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015




